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ABSTRAK 
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk 
mengetahui bagaimana tata cara pemeriksaan 
di sidang pengadilan terhadap perkara anak 
menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan 
bagaimana kewajiban hakim sebelum 
menjatuhkan putusan terhadap perkara anak di 
sidang pengadilan. Dengan menggunakan 
metode penelitian yuridis normatif, 
disimpulkan: 1. Tata cara pemeriksaan di sidang 
pengadilan terhadap perkara anak diawali oleh 
ketua pengadilan yang wajib menetapkan 
hakim atau majelis hakim untuk menangani 
perkara anak paling lama 3 (tiga) hari setelah 
menerima berkas perkara dari penuntut umum. 
Hakim wajib mengupayakan diversi paling lama 
7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua 
pengadilan negeri sebagai hakim dan 
dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari. 
Proses Diversi dapat dilaksanakan di ruang 
mediasi pengadilan negeri.  Dalam hal Diversi 
tidak berhasil dilaksanakan, perkara dilanjutkan 
ke tahap persidangan. Anak disidangkan dalam 
ruang sidang khusus anak. Ruang tunggu sidang 
Anak dipisahkan dari ruang tunggu sidang orang 
dewasa dan waktu sidang anak didahulukan 
dari waktu sidang orang dewasa. Hakim 
memeriksa perkara Anak dalam sidang yang 
dinyatakan tertutup untuk umum, kecuali 
pembacaan putusan. Dalam sidang anak, hakim 
wajib memerintahkan orang tua/wali atau 
pendamping, advokat atau pemberi bantuan 
hukum lainnya, dan Pembimbing 
Kemasyarakatan untuk mendampingi Anak. 
Dalam hal orang tua/Wali dan/atau 
pendamping tidak hadir, sidang tetap 
dilanjutkan dengan didampingi Advokat atau 
pemberi bantuan hukum lainnya dan/atau 
Pembimbing Kemasyarakatan. Dalam hal hakim 
tidak melaksanakannya, maka sidang anak batal 
demi hukum. 2.Kewajiban hakim sebelum 
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menjatuhkan putusan terhadap perkara anak di 
sidang pengadilan. Sebelum menjatuhkan 
putusan, hakim memberikan kesempatan 
kepada orang tua/Wali dan/atau pendamping 
untuk mengemukakan hal yang bermanfaat 
bagi Anak. Dalam hal tertentu Anak Korban 
diberi kesempatan oleh Hakim untuk 
menyampaikan pendapat tentang perkara yang 
bersangkutan. Hakim wajib 
mempertimbangkan laporan penelitian 
kemasyarakatan dari Pembimbing 
Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan 
putusan perkara. Dalam hal laporan penelitian 
kemasyarakatan tidak dipertimbangkan dalam 
putusan hakim, putusan batal demi hukum. 
Batal demi hukum adalah tanpa dimintakan 
untuk dibatalkan dan putusan tidak mempunyai 
kekuatan hukum mengikat. Pembacaan 
putusan pengadilan dilakukan dalam sidang 
yang terbuka untuk umum dan dapat tidak 
dihadiri oleh Anak.  Identitas Anak, Anak 
Korban, dan/atau Anak Saksi tetap harus 
dirahasiakan oleh media massa hanya dapat 
menggunakan inisial.  
Kata kunci: Pemeriksaan di Sidang Pengadilan, 
Perkara Anak, Sistem Peradilan Anak 
 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Menurut Penjelasan Atas Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 
Pidana Anak, dari kasus yang muncul, ada 
kalanya Anak berada dalam status saksi 
dan/atau korban sehingga Anak Korban 
dan/atau Anak Saksi juga diatur dalam Undang-
Undang ini. Khusus mengenai sanksi terhadap 
Anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur 
Anak, yaitu bagi Anak yang masih berumur 
kurang dari 12 (dua belas) tahun hanya dikenai 
tindakan, sedangkan bagi Anak yang telah 
mencapai umur 12 (dua belas) tahun sampai 
dengan 18 (delapan belas) tahun dapat dijatuhi 
tindakan dan pidana. Mengingat ciri dan sifat 
yang khas pada Anak dan demi pelindungan 
terhadap Anak, perkara Anak yang berhadapan 
dengan hukum wajib disidangkan di pengadilan 
pidana Anak yang berada di lingkungan 
peradilan umum.  
Proses peradilan perkara Anak sejak 
ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaannya 
wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang 
memahami masalah Anak. Namun, sebelum 
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masuk proses peradilan, para penegak hukum, 
keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan 
proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, 
yakni melalui Diversi berdasarkan pendekatan 
Keadilan Restoratif. Undang-Undang tentang 
Sistem Peradilan Pidana Anak ini mengatur 
mengenai keseluruhan proses penyelesaian 
perkara Anak yang berhadapan dengan hukum 
mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap 
pembimbingan setelah menjalani pidana. 
Upaya perlindungan terhadap anak perlu 
dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari 
janin dalam kandungan sampai anak berumur 
18 (delapan belas) tahun. Hal ini bertitik tolak 
dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, 
menyeluruh dan komprehensif. Undang-
Undang perlindungan anak juga harus 
meletakkan kewajiban memberikan 
perlindungan kepada anak berdasarkan asas-
asas nondsikriminatif, kepentingan yang terbaik 
bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan 
hidup dan perkembangan serta penghargaan 
terhadap pendapat anak.3 
Apabila anak yang telah berumur 12 (dua 
belas) tahun, tetapi belum berumur 18 
(delapan belas) tahun yang diduga melakukan 
tindak pidana, maka anak yang berkonflik 
dengan hukum dapat diadili di pengadilan anak. 
Pengadilan anak merupakan pengadilan khusus 
yang berada dalam lingkungan peradilan 
umum, sebagaimana diatur dalam Undang-
undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 
2009 tentang perubahan kedua atas Undang-
undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan 
Umum dan Undang-undang Nomor 48 Tahun 
2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. 
Pemeriksaan perkara anak di sidang 
pengadilan perlu dilaksanakan sesuai dengan 
mekanisme dan tata cara pemeriksaan 
sebagaimana diatur dalam peraturan 
perundang-undangan untuk kepentingan yang 
terbaik bagi anak di masa pertumbuhan dan 
perkembangannya. Penyelesaian perkara anak 
perlu mengutamakan bentuk keadilan restoratif 
adalah penyelesaian perkara tindak pidana 
dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga 
pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait 
untuk bersama-sama mencari penyelesaian 
yang adil dengan menekankan pemulihan 
kembali pada keadaan semula, dan bukan 
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pembalasan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 
angka 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.  
Cara diversi adalah pengalihan penyelesaian 
perkara Anak dari proses peradilan pidana ke 
proses di luar peradilan pidana, sebagaimana 
diatur dalam Pasal 1 angka 7. Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 
Pidana Anak. Apabila melalui cara diversi dalam 
pemeriksaan di pengadilan tidak berhasil 
dilaksanakan, maka perkara dapat dilanjutkan 
ke tahap persidangan. 
 
B. RUMUSAN MASALAH 
1. Bagaimanakah tata cara pemeriksaan di 
sidang pengadilan terhadap perkara anak 
menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 
? 
2. Bagaimanakah kewajiban hakim sebelum 
menjatuhkan putusan terhadap perkara 
anak di sidang pengadilan ? 
 
C. METODE PENELITIAN 
Metode penelitian hukum yang digunakan 
dalam menyusun materi penulisan ini ialah 
metode penelitian hukum normatif. Bahan-
bahan hukum yang dipergunakan dikumpulkan 
melalui studi kepustakan. Bahan-bahan hukum 
primer, seperti Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 
Anak dan peraturan perundang-undangan 
lainnya yang mengatur tentang hak-hak anak. 
Bahan hukum sekunder, seperti literatur-
literatur hukum, jurnal-jurnal hukum dan karya-
karya ilmiah hukum yang sesuai dengan materi 
penulisan ini. Bahan-bahan hukum primer dan 
sekunder yang telah dikumpulkan dianalisis 
secara kualitatif dan normatif.  
  
PEMBAHASAN 
A. Tata Cara Pemeriksaan Di Sidang 
Pengadilan Terhadap Perkara  
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.  
Pasal 52 ayat: 
(1) Ketua pengadilan wajib menetapkan Hakim 
atau majelis hakim untuk menangani 
perkara Anak paling lama 3 (tiga) hari 
setelah menerima berkas perkara dari 
Penuntut Umum.  
Lex Crimen Vol. VII/No. 10/Des/2018 
 
33 
(2) Hakim wajib mengupayakan Diversi paling 
lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh 
ketua pengadilan negeri sebagai Hakim.  
(3) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) 
hari. 
(4) Proses Diversi dapat dilaksanakan di ruang 
mediasi pengadilan negeri.  
(5) Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai 
kesepakatan, Hakim menyampaikan berita 
acara Diversi beserta kesepakatan Diversi 
kepada ketua pengadilan negeri untuk 
dibuat penetapan.  
(6) Dalam hal Diversi tidak berhasil 
dilaksanakan, perkara dilanjutkan ke tahap 
persidangan. 
 
Pasal 53 ayat: 
(1) Anak disidangkan dalam ruang sidang 
khusus Anak.  
(2) Ruang tunggu sidang Anak dipisahkan dari 
ruang tunggu sidang orang dewasa.  
(3) Waktu sidang Anak didahulukan dari waktu 
sidang orang dewasa. 
 
Pasal 54. Hakim memeriksa perkara Anak dalam 
sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, 
kecuali pembacaan putusan. Penjelasan Pasal 
54 Pemeriksaan perkara Anak harus dilakukan 
secara tertutup di ruang sidang khusus Anak. 
Walaupun demikian, dalam hal tertentu dan 
dipandang perlu, Hakim dapat menetapkan 
pemeriksaan perkara dilakukan secara terbuka, 
tanpa mengurangi hak Anak. Hal tertentu dan 
dipandang perlu tersebut antara lain karena 
sifat dan keadaan perkara harus dilakukan 
secara terbuka. Suatu sifat perkara akan 
diperiksa secara terbuka, misalnya perkara 
pelanggaran lalu lintas, dan dilihat dari keadaan 
perkara, misalnya pemeriksaan perkara di 
tempat kejadian perkara. 
 
Pasal 55 ayat: 
(1) Dalam sidang Anak, Hakim wajib 
memerintahkan orang tua/Wali atau 
pendamping, Advokat atau pemberi 
bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing 
Kemasyarakatan untuk mendampingi Anak.  
(2) Dalam hal orang tua/Wali dan/atau 
pendamping tidak hadir, sidang tetap 
dilanjutkan dengan didampingi Advokat 
atau pemberi bantuan hukum lainnya 
dan/atau Pembimbing Kemasyarakatan.  
(3) Dalam hal Hakim tidak melaksanakan 
ketentuan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), sidang Anak batal demi hukum. 
Penjelasan Pasal 55 ayat (1) Meskipun pada 
prinsipnya tindak pidana merupakan tanggung 
jawab Anak sendiri, tetapi karena dalam hal ini 
terdakwanya adalah Anak, Anak tidak dapat 
dipisahkan dengan kehadiran orang tua/Wali. 
Pasal 56. Setelah Hakim membuka 
persidangan dan menyatakan sidang tertutup 
untuk umum, Anak dipanggil masuk beserta 
orang tua/Wali, Advokat atau pemberi bantuan 
hukum lainnya, dan Pembimbing 
Kemasyarakatan. 
  
Pasal 57 ayat: 
(1) Setelah surat dakwaan dibacakan, Hakim 
memerintahkan Pembimbing 
Kemasyarakatan membacakan laporan hasil 
penelitian kemasyarakatan mengenai Anak 
yang bersangkutan tanpa kehadiran Anak, 
kecuali Hakim berpendapat lain.  
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) berisi:  
a. data pribadi Anak, keluarga, pendidikan, 
dan kehidupan sosial;  
b. latar belakang dilakukannya tindak 
pidana;  
c. keadaan korban dalam hal ada korban 
dalam tindak pidana terhadap tubuh 
atau nyawa;  
d. hal lain yang dianggap perlu;  
e. berita acara Diversi; dan  
f. kesimpulan dan rekomendasi dari 
Pembimbing Kemasyarakatan. 
Penjelasan Pasal 57 ayat (1) Ketentuan 
“tanpa kehadiran Anak“ dimaksudkan untuk 
menghindari adanya hal yang memengaruhi 
jiwa Anak Korban dan/atau Anak Saksi. 
 
Pasal 58 ayat: 
(1) Pada saat memeriksa Anak Korban 
dan/atau Anak Saksi, Hakim dapat 
memerintahkan agar Anak dibawa keluar 
ruang sidang.  
(2) Pada saat pemeriksaan Anak Korban 
dan/atau Anak Saksi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), orang tua/Wali, 
Advokat atau pemberi bantuan hukum 
Lex Crimen Vol. VII/No. 10/Des/2018 
 
34 
lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan 
tetap hadir. 
(3) Dalam hal Anak Korban dan/atau Anak 
Saksi tidak dapat hadir untuk memberikan 
keterangan di depan sidang pengadilan, 
Hakim dapat memerintahkan Anak Korban 
dan/atau Anak Saksi didengar 
keterangannya:  
a. di luar sidang pengadilan melalui 
perekaman elektronik yang dilakukan 
oleh Pembimbing Kemasyarakatan di 
daerah hukum setempat dengan dihadiri 
oleh Penyidik atau Penuntut Umum dan 
Advokat atau pemberi bantuan hukum 
lainnya; atau  
b. melalui pemeriksaan langsung jarak jauh 
dengan alat komunikasi audiovisual 
dengan didampingi oleh orang tua/Wali, 
Pembimbing Kemasyarakatan atau 
pendamping lainnya. 
Pasal 59. Sidang Anak dilanjutkan setelah 
Anak diberitahukan mengenai keterangan yang 
telah diberikan oleh Anak Korban dan/atau 
Anak Saksi pada saat Anak berada di luar ruang 
sidang pengadilan. 
Menurut Penjelasan Atas Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 
Pidana Anak. Adapun substansi yang diatur 
dalam Undang-Undang ini, antara lain, 
mengenai penempatan Anak yang menjalani 
proses peradilan dapat ditempatkan di 
Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). 
Substansi yang paling mendasar dalam Undang-
Undang ini adalah pengaturan secara tegas 
mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang 
dimaksudkan untuk menghindari dan 
menjauhkan Anak dari proses peradilan 
sehingga dapat menghindari stigmatisasi 
terhadap Anak yang berhadapan dengan 
hukum dan diharapkan Anak dapat kembali ke 
dalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh 
karena itu, sangat diperlukan peran serta 
semua pihak dalam rangka mewujudkan hal 
tersebut. Proses itu harus bertujuan pada 
terciptanya Keadilan Restoratif, baik bagi Anak 
maupun bagi korban. Keadilan Restoratif 
merupakan suatu proses Diversi, yaitu semua 
pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana 
tertentu bersama-sama mengatasi masalah 
serta menciptakan suatu kewajiban untuk 
membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik 
dengan melibatkan korban, Anak, dan 
masyarakat dalam mencari solusi untuk 
memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan 
hati yang tidak berdasarkan pembalasan. 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 7 
ayat (1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, 
dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan 
negeri wajib diupayakan Diversi. (2) Diversi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang 
dilakukan: a. diancam dengan pidana penjara di 
bawah 7 (tujuh) tahun; dan b. bukan 
merupakan pengulangan tindak pidana. 
Pasal 96 Penyidik, Penuntut Umum, dan 
Hakim yang dengan sengaja tidak 
melaksanakan kewajiban sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) 
tahun atau denda paling banyak 
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).  
Pasal 100. Hakim yang dengan sengaja tidak 
melaksanakan kewajiban sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3), Pasal 37 ayat 
(3), dan Pasal 38 ayat (3) dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun. 
Pasal 35 (1) Dalam hal penahanan dilakukan 
untuk kepentingan pemeriksaan di sidang 
pengadilan, Hakim dapat melakukan 
penahanan paling lama 10 (sepuluh) hari. (2) 
Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) atas permintaan Hakim dapat diperpanjang 
oleh ketua pengadilan negeri paling lama 15 
(lima belas) hari. (3) Dalam hal jangka waktu 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah 
berakhir dan Hakim belum memberikan 
putusan, Anak wajib dikeluarkan demi hukum. 
Pasal 37 (1) Dalam hal penahanan dilakukan 
untuk kepentingan pemeriksaan di tingkat 
banding, Hakim Banding dapat melakukan 
penahanan paling lama 10 (sepuluh) hari. (2) 
Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) atas permintaan Hakim Banding dapat 
diperpanjang oleh ketua pengadilan tinggi 
paling lama 15 (lima belas) hari. (3) Dalam hal 
jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dan ayat (2) telah berakhir dan Hakim 
Banding belum memberikan putusan, Anak 
wajib dikeluarkan demi hukum. 
Pasal 38 (1) Dalam hal penahanan terpaksa 
dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan di 
tingkat kasasi, Hakim Kasasi dapat melakukan 
penahanan paling lama 15 (lima belas) hari. (2) 
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Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) atas permintaan Hakim Kasasi dapat 
diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung 
paling lama 20 (dua puluh) hari. (3) Dalam hal 
jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dan ayat (2) telah berakhir dan Hakim Kasasi 
belum memberikan putusan, Anak wajib 
dikeluarkan demi hukum. 
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan 
Anak. Pasal 1 angka 15. Perlindungan Khusus 
adalah suatu bentuk perlindungan yang 
diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi 
tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa 
aman terhadap ancaman yang membahayakan 
diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya. 
 
Pasal 59 ayat: 
(1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan 
lembaga negara lainnya berkewajiban dan 
bertanggung jawab untuk memberikan 
Perlindungan Khusus kepada Anak.  
(2) Perlindungan Khusus kepada Anak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diberikan kepada: huruf (b) Anak yang 
berhadapan dengan hukum; 
 
Pasal 64. Perlindungan Khusus bagi Anak 
yang berhadapan dengan hukum sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b 
dilakukan melalui:  
a. perlakuan secara manusiawi dengan 
memperhatikan kebutuhan sesuai dengan 
umurnya; 
b. pemisahan dari orang dewasa;  
c. pemberian bantuan hukum dan bantuan lain 
secara efektif;  
d. pemberlakuan kegiatan rekreasional;  
e. pembebasan dari penyiksaan, 
penghukuman, atau perlakuan lain yang 
kejam, tidak manusiawi serta merendahkan 
martabat dan derajatnya;  
f. penghindaran dari penjatuhan pidana mati 
dan/atau pidana seumur hidup;  
g. penghindaran dari penangkapan, penahanan 
atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir 
dan dalam waktu yang paling singkat;  
h. pemberian keadilan di muka pengadilan 
Anak yang objektif, tidak memihak, dan 
dalam sidang yang tertutup untuk umum;  
i. penghindaran dari publikasi atas 
identitasnya. 
j. pemberian pendampingan Orang Tua/Wali 
dan orang yang dipercaya oleh Anak;  
k. pemberian advokasi sosial;  
l. pemberian kehidupan pribadi;  
m. pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak 
Penyandang Disabilitas;  
n. pemberian pendidikan;  
o. pemberian pelayanan kesehatan; dan  
p. pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
  
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 2. 
Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan 
berdasarkan asas:  
a. pelindungan;  
b. keadilan;  
c. nondiskriminasi;  
d. kepentingan terbaik bagi Anak;  
e. penghargaan terhadap pendapat Anak;  
f. kelangsungan hidup dan tumbuh kembang 
Anak;  
g. pembinaan dan pembimbingan Anak;  
h. proporsional;  
i. perampasan kemerdekaan dan pemidanaan 
sebagai upaya terakhir; dan j. penghindaran 
pembalasan. 
Untuk mempelajari norma hukum, harus 
mengetahui asas-asas hukumnya. Dengan 
perkataan lain, norma hukum itu lahir tidak 
dengan sendirinya. Ia lahir dilatarbelakangi oleh 
dasar-dasar filosofi tertentu. Itulah yang 
dinamakan dengan asas hukum. Semakin tinggi 
tingkatannya, asas hukum ini semakin abstrak 
dan umum sifatnya serta mempunyai 
jangkauan kerja yang lebih luas untuk menaungi 
norma hukumnya. Dengan demikian asas 
hukum itu merupakan dasar atau ratio legis 
bagi dibentuknya suatu norma hukum. 
Demikian pula sebaliknya norma hukum itu 
harus dapat dikembalikan kepada asas 
hukumnya. Jangan sampai lahir norma hukum 
yang bertentangan dengan asas hukumnya 
sendiri. Norma hukum tidak lain adalah 
perwujudan dari asas hukumnya.4 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 
Penjelasan Pasal 2 Huruf (j) Yang dimaksud 
                                                             
4Usman, Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia. 
Penerbit Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 2001. hal. 12. 
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dengan “penghindaran pembalasan” adalah 
prinsip menjauhkan upaya pembalasan dalam 
proses peradilan pidana. 
Asas yaitu: (1) hukum dasar; (2) dasar 
(sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau 
berpendapat); (3) dasar cita-cita (perkumpulan 
atau organisasi). Asas keadilan, yaitu: landasan 
perlakuan yang adil terhadap manusia yang 
menjadi warga masyarakat.5  
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 3. 
Setiap Anak dalam proses peradilan pidana 
berhak: 
a. diperlakukan secara manusiawi dengan 
memperhatikan kebutuhan sesuai dengan 
umurnya; 
b. dipisahkan dari orang dewasa;  
c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan 
lain secara efektif;  
d. melakukan kegiatan rekreasional;  
e. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau 
perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, 
serta merendahkan derajat dan 
martabatnya;  
f. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana 
seumur hidup;  
g. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, 
kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam 
waktu yang paling singkat;  
h. memperoleh keadilan di muka pengadilan 
Anak yang objektif, tidak memihak, dan 
dalam sidang yang tertutup untuk umum;  
i. tidak dipublikasikan identitasnya;  
j. memperoleh pendampingan orang tua/Wali 
dan orang yang dipercaya oleh Anak;  
k. memperoleh advokasi sosial;  
l. memperoleh kehidupan pribadi;  
m. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi 
anak cacat;  
n. memperoleh pendidikan;  
o. memperoleh pelayananan kesehatan; dan  
p. memperoleh hak lain sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Dilihat dari hukum positif, anak dianggap 
sebagai subjek hukum yang belum dewasa, 
meskipun demikian ketika ada tindakan-
tindakannya yang dianggap menyimpang dari 
kaidah “normal” anak diberi hukum positif yang 
khusus. Hukum positif itu dianggap sebagai 
instrumen untuk sosialisasi anak. Hukum positif 
                                                             
5 Sudarsono, Kamus Hukum, Op.Cit, hal. 37. 
secara diam-diam sebenarnya dapat, merampas 
masa-masa emas dan hak untuk pertumbuhan 
dan perkembangan (imaginasi) anak. Hukum 
positif kita dianggap lambat untuk 
melaksanakan hak-hak anak.6   
 
B. Kewajiban Hakim Sebelum Menjatuhkan 
Putusan Terhadap Perkara Anak Di Sidang 
Pengadilan  
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 60 
ayat: 
(1) Sebelum menjatuhkan putusan, Hakim 
memberikan kesempatan kepada orang 
tua/Wali dan/atau pendamping untuk 
mengemukakan hal yang bermanfaat bagi 
Anak.  
(2) Dalam hal tertentu Anak Korban diberi 
kesempatan oleh Hakim untuk 
menyampaikan pendapat tentang perkara 
yang bersangkutan.  
(3) Hakim wajib mempertimbangkan laporan 
penelitian kemasyarakatan dari 
Pembimbing Kemasyarakatan sebelum 
menjatuhkan putusan perkara.  
(4) Dalam hal laporan penelitian 
kemasyarakatan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) tidak dipertimbangkan dalam 
putusan Hakim, putusan batal demi hukum. 
Penjelasan Pasal 60 ayat (4) Batal demi 
hukum dalam ketentuan ini adalah tanpa 
dimintakan untuk dibatalkan dan putusan tidak 
mempunyai kekuatan hukum mengikat. 
 
Pasal 61 ayat: 
(1) Pembacaan putusan pengadilan dilakukan 
dalam sidang yang terbuka untuk umum 
dan dapat tidak dihadiri oleh Anak.  
(2) Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau 
Anak Saksi tetap harus dirahasiakan oleh 
media massa sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 19 dengan hanya menggunakan inisial 
tanpa gambar. 
  
Pasal 62 ayat: 
(1) Pengadilan wajib memberikan petikan 
putusan pada hari putusan diucapkan 
kepada Anak atau Advokat atau pemberi 
bantuan hukum lainnya, Pembimbing 
Kemasyarakatan, dan Penuntut Umum.  
                                                             
6Agnes Aristiarini dan Maria Hartiningsih,  Op.Cit. hal. 22 
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(2) Pengadilan wajib memberikan salinan 
putusan paling lama 5 (lima) hari sejak 
putusan diucapkan kepada Anak atau 
Advokat atau pemberi bantuan hukum 
lainnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan 
Penuntut Umum. 
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 
Tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 13 ayat: 
(1) Semua sidang pemeriksaan pengadilan 
adalah terbuka untuk umum, kecuali 
undang-undang menentukan lain.  
(2) Putusan pengadilan hanya sah dan 
mempunyai kekuatan hukum apabila 
diucapkan dalam sidang terbuka untuk 
umum.  
(3) Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
mengakibatkan putusan batal demi hukum. 
Adanya tata tertib hukum, sesungguhnya 
merupakan kepentingan objektif seluruh warga 
masyarakat. Di mana ada masyarakat di sana 
ada hukum. Norma hukum ini ditujukan pada 
perbuatan konkret, perbuatan lahiriah atau 
perbuatan yang seharusnya terjadi dan disebut 
perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah 
perbuatan yang sengaja dikehendaki oleh 
subjek dan menimbulkan akibat hukum. Unsur 
perbuatan hukum adalah kehendak dan 
pernyataan kehendak yang sengaja 
menimbulkan akibat hukum. Dalam arti 
seseorang dihukum karena ia dengan sengaja 
melanggar norma hukum yang berlaku sehingga 
mengakibatkan sesuatu yang buruk atau yang 
merugikan. Dalam hal ini suatu peristiwa 
konkret itu harus menjadi peristiwa hukum, 
yaitu peristiwa yang oleh hukum dihubungkan 
dengan akibat hukum.7 
Pengaturan hukum mengenai tata cara 
pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap 
perkara anak menurut Undang-Undang Nomor 
11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 
Anak diharapkan dapat memberikan jaminan 
perlindungan hukum terhadap hak-hak anak 
yang  anak yang berkonflik dengan hukum, 
terutama upaya kesempatan untuk 
menyelesaikan perkara melalui cara diversi 
sebelum dilanjutkan pada tahap persidangan. 
Kewajiban hakim sebelum menjatuhkan 
putusan terhadap perkara anak di sidang 
pengadilan perlu dilaksanakan sebagaimana 
                                                             
7 Muhammad Nuh, Op.Cit, 199-120. 
ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku 
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 
Anak, terutama kewajiban hakim untuk 
mempertimbangkan laporan penelitian 
kemasyarakatan dari pembimbing 
kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan 
perkara. agar putusan hakum tidak dinyatakan 




1. Tata cara pemeriksaan di sidang pengadilan 
terhadap perkara anak diawali oleh ketua 
pengadilan yang wajib menetapkan hakim 
atau majelis hakim untuk menangani 
perkara anak paling lama 3 (tiga) hari setelah 
menerima berkas perkara dari penuntut 
umum. Hakim wajib mengupayakan diversi 
paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan 
oleh ketua pengadilan negeri sebagai hakim 
dan dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) 
hari. Proses Diversi dapat dilaksanakan di 
ruang mediasi pengadilan negeri.  Dalam hal 
Diversi tidak berhasil dilaksanakan, perkara 
dilanjutkan ke tahap persidangan. Anak 
disidangkan dalam ruang sidang khusus 
anak. Ruang tunggu sidang Anak dipisahkan 
dari ruang tunggu sidang orang dewasa dan 
waktu sidang anak didahulukan dari waktu 
sidang orang dewasa. Hakim memeriksa 
perkara Anak dalam sidang yang dinyatakan 
tertutup untuk umum, kecuali pembacaan 
putusan. Dalam sidang anak, hakim wajib 
memerintahkan orang tua/wali atau 
pendamping, advokat atau pemberi bantuan 
hukum lainnya, dan Pembimbing 
Kemasyarakatan untuk mendampingi Anak. 
Dalam hal orang tua/Wali dan/atau 
pendamping tidak hadir, sidang tetap 
dilanjutkan dengan didampingi Advokat atau 
pemberi bantuan hukum lainnya dan/atau 
Pembimbing Kemasyarakatan. Dalam hal 
hakim tidak melaksanakannya, maka sidang 
anak batal demi hukum. 
2. Kewajiban hakim sebelum menjatuhkan 
putusan terhadap perkara anak di sidang 
pengadilan. Sebelum menjatuhkan putusan, 
hakim memberikan kesempatan kepada 
orang tua/Wali dan/atau pendamping untuk 
mengemukakan hal yang bermanfaat bagi 
Anak. Dalam hal tertentu Anak Korban diberi 
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kesempatan oleh Hakim untuk 
menyampaikan pendapat tentang perkara 
yang bersangkutan. Hakim wajib 
mempertimbangkan laporan penelitian 
kemasyarakatan dari Pembimbing 
Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan 
putusan perkara. Dalam hal laporan 
penelitian kemasyarakatan tidak 
dipertimbangkan dalam putusan hakim, 
putusan batal demi hukum. Batal demi 
hukum adalah tanpa dimintakan untuk 
dibatalkan dan putusan tidak mempunyai 
kekuatan hukum mengikat. Pembacaan 
putusan pengadilan dilakukan dalam sidang 
yang terbuka untuk umum dan dapat tidak 
dihadiri oleh Anak.  Identitas Anak, Anak 
Korban, dan/atau Anak Saksi tetap harus 
dirahasiakan oleh media massa hanya dapat 
menggunakan inisial.  
 
B. Saran 
1. Tata cara pemeriksaan di sidang pengadilan 
terhadap perkara anak, memerlukan 
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan 
pelaksanaan sistem peradilan pidana anak 
dilakukan oleh Kementerian dan Komisi yang 
menyelenggarakan urusan di bidang 
perlindungan anak sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
2. Kewajiban hakim sebelum menjatuhkan 
putusan terhadap perkara anak di sidang 
pengadilan perlu dilaksanakan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan agar 
putusan tidak batal demi hukum. Oleh 
karena itu diperlukan peran masyarakat 
untuk melakukan pemantauan terhadap 
kinerja aparat penegak hukum dalam 
penanganan perkara Anak. 
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